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RINGKASAN 

INDRA KUMARA. Model Kebijakan Kabupaten Kapuas Hulu untuk Konservasi 
Lanskap Danau Sentarum: Koherensi Kebijakan dalam Tata Kelola Polisentris. 
Dibimbing oleh RINEKSO SOEKMADI, LILIK BUDI PRASETYO dan 
ARZYANA SUNKAR. 

 
Daerah aliran sungai (DAS) merupakan sistem sosial-ekologis yang 

menghubungkan proses ekologis, aktivitas manusia, dan tata kelola wilayah. Secara 
global, pengelolaan DAS menghadapi peningkatan kebutuhan air, pangan, dan 
energi di tengah perubahan penggunaan lahan dan iklim. Di Indonesia, persoalan 
DAS tercermin dari bertambahnya DAS kritis dan meningkatnya tren bencana 
hidrometeorologi. Tata kelolanya juga masih menghadapi ketidaksinkronan 
regulasi, lemahnya integrasi antarsektor, dan kecenderungan sentralistik. Lanskap 
Danau Sentarum menghadapi tekanan serupa. Berdasarkan UU 23/2014, kabupaten 
tidak memiliki kewenangan formal dalam suburusan pengelolaan DAS bidang 
kehutanan, tetapi tetap berperan melalui urusan daerah yang berdampak langsung 
pada lanskap. Paradoks ini menimbulkan kebutuhan untuk merumuskan kebijakan 
kabupaten yang sah dan relevan bagi lanskap Danau Sentarum. 

Penelitian ini bertujuan menghasilkan model kebijakan Kabupaten Kapuas 
Hulu untuk konservasi lanskap Danau Sentarum yang sesuai kewenangan 
pemerintah kabupaten. Tujuan dicapai melalui analisis konseptualisasi tata kelola 
konservasi lanskap DAS, konstruksi regulasi ruang peran kabupaten, status daya 
dukung, struktur hierarki dan keterkaitan fungsi pemerintahan, serta keterkaitan 
aksi/program, alternatif kebijakan, dan skenario. Kebaruan penelitian mencakup 
reposisi peran pemerintah kabupaten sebagai pengintegrasi kebijakan lintas urusan 
pemerintahan dalam tata kelola polisentris; pengembangan model koherensi 
kebijakan kabupaten; pengembangan kerangka integratif formulasi kebijakan 
berbasis bukti yang mengintegrasikan analisis hukum, daya dukung, analisis 
struktural dan hierarki, serta analisis kebijakan multikriteria; pengembangan kanvas 
kebijakan lanskap sebagai instrumen tata kelola publik; serta pengenalan paradigma 
konservasi lanskap berbasis tata kelola (governance-based landscape conservation). 

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual Institutional Analysis and 
Development untuk menghubungkan kondisi biofisik-material, atribut komunitas, 
aturan kelembagaan, arena aksi, pola interaksi, kriteria evaluasi, dan hasil kebijakan. 
Dalam kerangka tersebut, analisis kebijakan Dunn digunakan sebagai pisau analisis 
kebijakan prospektif melalui penstrukturan masalah, penilaian kondisi aktual, 
perumusan hasil yang diharapkan, penentuan pilihan kebijakan, dan penilaian 
kinerja kebijakan. Penelitian dilakukan melalui kajian literatur dengan protokol 
PRISMA, analisis yuridis normatif, penilaian daya dukung, telaah atribut 
komunitas, penstrukturan hubungan dan hierarki fungsi pemerintahan kabupaten, 
serta evaluasi keterkaitan aksi/program, alternatif kebijakan, dan skenario. 

Kajian literatur menunjukkan penelitian DAS di Indonesia bergeser dari 
pendekatan teknis-biofisik ke jasa ekosistem dan kelembagaan, namun pembahasan 
ruang peran kabupaten masih terbatas. Analisis yuridis menunjukkan bahwa 
kabupaten mempunyai ruang peran melalui urusan konkuren non-kehutanan. 
Pemetaan indikatif menunjukkan bahwa aturan formal terkait DAS di tingkat tapak 
perlu diselaraskan dengan praktik pengaturan lokal yang berkembang dalam 



  

komunitas yang beragam menurut lokasi, etnik, mata pencaharian, sumber daya, 
dan sejarahnya. Penilaian daya dukung berkategori baik (nilai 78,00), tetapi rentan 
pada tutupan vegetasi, koefisien aliran tahunan, banjir, dan kesejahteraan. Hasil 
analisis struktural selanjutnya menempatkan fungsi lingkungan hidup, penataan 
ruang, dan pertanahan sebagai penggerak utama. 

Evaluasi kebijakan multikriteria menempatkan program penguatan 
kelembagaan kolaboratif (A8) dan penataan ruang berbasis daya dukung (A3) 
sebagai dua program berkinerja tertinggi. Analisis kedekatan menunjukkan A8, A3, 
pelestarian ekosistem hutan–perairan (A2), dan pengendalian dampak lingkungan 
(A1) berdekatan dengan kebijakan EkoLanskap, di mana EkoLanskap merupakan 
orientasi kebijakan yang paling tangguh dalam berbagai skenario. Namun, skenario 
paling berpeluang terjadi adalah stagnasi struktural yang berdekatan dengan 
kebijakan InfraHijau. Oleh karena itu, meskipun EkoLanskap menjadi arah utama, 
InfraHijau dapat menjadi pilihan rasional melalui program konektivitas wilayah 
(A9) serta air bersih, sanitasi, persampahan, dan energi (A10). Namun demikian, 
implementasinya harus ditopang A8–A3–A2–A1 agar berjalan dalam kerangka 
kelembagaan kolaboratif dan berbasis daya dukung. 

Penelitian menyimpulkan bahwa model kebijakan Kabupaten Kapuas Hulu 
untuk konservasi lanskap Danau Sentarum merupakan model kebijakan kabupaten 
berorientasi EkoLanskap yang menempatkan pemerintah kabupaten sebagai 
pengintegrasi kebijakan melalui pengintegrasian fungsional lintas urusan 
pemerintahan. Dalam model ini, fungsi lingkungan hidup, penataan ruang, dan 
pertanahan menjadi penggerak utama. EkoLanskap menjadi kebijakan paling 
tangguh, ditopang oleh penguatan kelembagaan kolaboratif (A8) dan penataan 
ruang berbasis daya dukung (A3) sebagai dua program berkinerja tertinggi, serta 
pelestarian ekosistem (A2) dan pengendalian dampak lingkungan (A1). Dalam 
kondisi stagnasi struktural, InfraHijau menjadi titik masuk kebijakan yang rasional, 
tetapi tetap dikawal oleh A8–A3–A2–A1 agar selaras dengan daya dukung dan 
tidak sektoral. Kanvas kebijakan lanskap merangkum aktor, sumber daya, 
pembiayaan, kebijakan dan program, serta penerima manfaat dalam berbagai 
skenario. 

 
Kata kunci: daya dukung, kebijakan kabupaten, konservasi lanskap, tata kelola 

DAS, fungsi pemerintahan. 
 
  



    

SUMMARY 

INDRA KUMARA. Kapuas Hulu District Policy Model for the Conservation of the 
Danau Sentarum Landscape: Policy Coherence in Polycentric Governance. 
Supervised by RINEKSO SOEKMADI, LILIK BUDI PRASETYO, and 
ARZYANA SUNKAR. 

  
Watersheds are social–ecological systems linking ecological processes, 

human activities, and territorial governance. Globally, watershed management 
faces rising demand for water, food, and energy amid land-use and climate change. 
In Indonesia, watershed problems are reflected in the growing number of critical 
watersheds and rising trends in hydrometeorological disasters. Their governance 
also faces regulatory inconsistencies, weak cross-sectoral integration, and 
centralized tendencies. The Danau Sentarum Landscape faces similar pressures. 
Under Law No. 23/2014, district governments lack formal authority over watershed 
management under the forestry sub-affair but still contribute through governmental 
affairs that directly affect the landscape. This paradox creates a need to formulate 
legally valid and relevant district policies for the Danau Sentarum Landscape. 

This study aims to develop the Kapuas Hulu District policy model for 
conserving the Danau Sentarum Landscape within the scope of district government 
authority. It examines the conceptualization of watershed landscape-conservation 
governance, the regulatory construction of the district’s role, landscape carrying 
capacity, the hierarchy and interrelationships of governmental functions, and 
linkages among actions/programs, policy alternatives, and scenarios. The study’s 
novelty includes repositioning the role of district government as a policy integrator 
across governmental affairs within polycentric governance; developing the District 
Policy Coherence Model; developing an integrative evidence-based policy 
formulation framework that combines legal analysis, carrying-capacity assessment, 
structural and hierarchical analysis, and multicriteria policy analysis; developing 
the Landscape Policy Canvas as a public-governance instrument; and introducing a 
governance-based landscape conservation paradigm. 

The study applies the Institutional Analysis and Development framework to 
connect biophysical-material conditions, community attributes, institutional rules, 
the action arena, interaction patterns, evaluation criteria, and policy outcomes. 
Dunn’s framework provides the prospective policy-analysis lens through problem 
structuring, assessment of current conditions, formulation of expected outcomes, 
selection of policy options, and performance evaluation. Methods included a 
PRISMA-based literature review, normative juridical analysis, carrying-capacity 
assessment, review of community attributes, structuring of the relationships and 
hierarchy of district governmental functions, and evaluation of linkages among 
actions/programs, policy alternatives, and scenarios. 

The literature shows that Indonesian watershed research has shifted from 
technical–biophysical approaches toward ecosystem services and institutional 
concerns, although the district’s role remains underexamined. Juridical analysis 
indicates that districts can contribute through non-forestry concurrent governmental 
affairs. Indicative mapping shows that formal watershed-related rules need to be 
aligned with local practices embedded in communities differentiated by location, 
ethnicity, livelihoods, resources, and historical context. Carrying capacity was 



  

classified as good, with a score of 78.00, although vulnerabilities remain in 
vegetation cover, the annual runoff coefficient, flooding, and community welfare. 
Structural analysis subsequently identifies environmental management, spatial 
planning, and land administration as the primary driving functions. 

Multicriteria policy evaluation ranked collaborative institutional 
strengthening (A8) and carrying-capacity-based spatial planning (A3) as the two 
highest-performing programs. Proximity analysis associated A8 and A3, together 
with forest–aquatic ecosystem conservation (A2) and environmental-impact control 
(A1), with the Eco-Landscape policy. Eco-Landscape represents the most robust 
policy orientation across scenarios. However, Structural Stagnation is the most 
likely scenario and is closely associated with Green Infrastructure. Thus, although 
Eco-Landscape remains the principal strategic direction, Green Infrastructure can 
be a rational choice through regional connectivity (A9) and access to clean water, 
sanitation, solid-waste management, and energy (A10). Nevertheless, its 
implementation must be supported by A8–A3–A2–A1 to remain grounded in 
collaborative institutions and carrying capacity. 

The study concludes that the Kapuas Hulu District policy model for 
conserving the Danau Sentarum Landscape is an Eco-Landscape-oriented district 
policy model that positions the district government as a policy integrator through 
the functional integration of governmental affairs. Within this model, 
environmental management, spatial planning, and land administration serve as the 
primary driving functions. Eco-Landscape is the most robust policy, supported by 
A8 and A3 as the two highest-performing programs, together with A2 and A1. 
Under Structural Stagnation, Green Infrastructure is a rational entry point but must 
remain guided by A8–A3–A2–A1 to align with carrying capacity and avoid sectoral 
implementation. The Landscape Policy Canvas summarizes actors, resources, 
financing, policies and programs, and beneficiaries across scenarios. 

  
Keywords: carrying capacity, district policy, governmental affairs, landscape 

conservation, watershed governance. 
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